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Pajak merupakan komponen utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat krusial dalam menopang pembangunan nasional, termasuk di Indonesia. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara semakin terasa ketika hasil eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan batubara, mulai terbatas sehingga tidak lagi dapat dijadikan sandaran jangka panjang. Penerimaan dari sumber daya alam bersifat terbatas karena tidak dapat diperbarui dan pada akhirnya akan mengalami penurunan, berbeda dengan pajak yang memiliki sifat berkelanjutan. Pajak cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kenaikan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, pajak tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pendapatan negara, melainkan juga sarana redistribusi untuk mencapai keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rizanti dan Karlina, 2024).
Kontribusi pajak menggambarkan kepatuhan masyarakat sekaligus partisipasi aktif dalam mendukung pembiayaan operasional pemerintahan serta program pembangunan. Pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan, namun juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian agar lebih stabil dan berkeadilan. Alokasi dana dari pajak tidak hanya kembali kepada wajib pajak, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Namun, bagi entitas bisnis, pajak lebih sering dipandang sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus yang mengharapkan penerimaan pajak optimal dan berkelanjutan dengan perusahaan yang cenderung melakukan efisiensi untuk menekan beban pajaknya. Perbedaan kepentingan inilah yang kerap memunculkan praktik penghindaran pajak, termasuk melalui strategi Transfer Pricing (Ilham, 2021).
Penghasilan kena pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai strategi manajemen keuangan yang dilakukan manajemen. Salah satu upaya yang banyak digunakan untuk menekan beban pajak adalah dengan memanfaatkan struktur pendanaan yang tepat. Proporsi pendanaan melalui utang berpotensi menurunkan beban pajak karena bunga pinjaman dapat dijadikan biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Semakin besar porsi pendanaan yang bersumber dari pinjaman, semakin tinggi pula beban bunga yang ditanggung perusahaan, sehingga laba kena pajak akan berkurang dan kewajiban pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih rendah. Dengan demikian, pengelolaan pendanaan menjadi salah satu strategi penting dalam menentukan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan. Untuk menilai efektivitas pengelolaan pajak, indikator yang sering digunakan adalah tarif pajak efektif, yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menekan beban pajaknya melalui kebijakan pendanaan dan strategi keuangan yang diterapkan (Ramadhany dan Amin, 2023;Rizanti dan Karlina, 2024)
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Aspek penting dalam kajian Transfer Pricing adalah ukuran perusahaan




(firm size) yang sering diasosiasikan dengan tingkat kompleksitas transaksi antar entitas afiliasi. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih luas serta jaringan operasional lintas negara yang memungkinkan terjadinya berbagai transaksi dengan pihak berelasi. Hal ini membuat perusahaan besar dianggap memiliki peluang lebih besar dalam melakukan praktik Transfer Pricing dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan sendiri biasanya diukur melalui total aset, nilai penjualan, kapitalisasi pasar, maupun jumlah karyawan yang mencerminkan kompleksitas usaha dan potensi perusahaan dalam melakukan kebijakan Transfer Pricing (Ilham, 2021).
Perusahaan multinasional dengan total aset yang besar memiliki peluang luas untuk memanfaatkan Transfer Pricing sebagai strategi pengelolaan pajak melalui jaringan entitas afiliasi yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Kompleksitas operasional pada perusahaan berskala besar memungkinkan implementasi praktik Transfer Pricing yang bervariasi, seperti pengaturan harga barang dan jasa, pembayaran royalti atas hak kekayaan intelektual, pembebanan biaya manajemen, maupun pendanaan antar perusahaan dalam satu grup. Karakteristik ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kapasitas finansial dan sumber daya manusia untuk merancang strategi Transfer Pricing yang sistematis. Dengan demikian, semakin besar skala perusahaan maka semakin tinggi pula kompleksitas dalam pengambilan keputusan manajerial, termasuk penetapan harga transfer yang berimplikasi pada alokasi laba antar entitas afiliasi (Siregar dan Yunira, 2024).
Selain ukuran perusahaan, kepemilikan asing juga menjadi aspek penting dalam kajian perpajakan. Kepemilikan saham oleh investor asing menunjukkan adanya keterlibatan pihak luar negeri dalam pengendalian perusahaan. Investor asing biasanya memiliki orientasi untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dari investasi, termasuk melalui strategi Transfer Pricing yang dapat mengalihkan keuntungan ke negara asal pemilik modal. Struktur kepemilikan asing ini berimplikasi pada kebijakan perusahaan, karena proporsi saham yang dikuasai pihak asing dapat memengaruhi arah keputusan strategis, termasuk keputusan terkait transaksi afiliasi. Semakin besar tingkat kepemilikan asing, semakin besar pula potensi pengaruhnya terhadap praktik Transfer Pricing, terutama ketika pemegang saham asing memiliki kendali dalam menentukan kebijakan manajemen perusahaan (Putri dkk., 2023).
Salah satu isu yang erat kaitannya dengan struktur kepemilikan perusahaan adalah konsep Tunneling Incentive. Tunneling dipahami sebagai tindakan pemegang saham mayoritas yang memindahkan aset maupun keuntungan perusahaan untuk memperoleh manfaat pribadi, sedangkan kerugian dari tindakan tersebut ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali dapat melakukannya melalui berbagai strategi, baik lewat kebijakan operasional seperti penetapan dividen, pemberian bonus, maupun gaji dan tunjangan, maupun melalui kebijakan kontraktual yang melibatkan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi dengan pihak afiliasi sering menjadi sarana tunneling, di mana sumber daya perusahaan dialihkan ke entitas lain dalam grup, salah satunya melalui mekanisme Transfer Pricing. Praktik ini dapat mengurangi laba yang tersedia bagi pemegang saham minoritas, sementara pemegang saham mayoritas memperoleh manfaat lebih besar melalui pengaturan transaksi internal (Rizanti dan Karlina, 2024).
Penetapan harga transfer juga menjadi isu utama dalam konteks perpajakan internasional. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Praktik ini berdampak pada pengikisan basis pajak (base erosion) dan menurunkan penerimaan negara, terutama di negara berkembang yang menjadi lokasi aktivitas produksi. Walaupun skema tersebut sah secara formal, namun menimbulkan persoalan etis karena laba yang seharusnya dikenakan pajak di suatu negara justru berpindah ke yurisdiksi lain (Windanarti, 2021).
Berdasarkan regulasi terbaru yang diterbitkan pada tahun 2024, pemerintah melakukan pembaruan aturan yang lebih komprehensif terkait praktik Transfer Pricing. Peraturan ini mencakup penyelarasan sejumlah kebijakan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai regulasi, dengan tujuan memperkuat pengawasan dan memberikan kepastian hukum. Pembaruan tersebut menekankan bahwa pencegahan pengenaan pajak berganda menjadi tujuan utama dalam kebijakan Transfer Pricing, selain sebagai sarana untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional tetap memanfaatkan celah peraturan dengan mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk menjaga keadilan dan stabilitas penerimaan pajak nasional (Wijaya dan Amalia, 2020).
Mengacu pada perkembangan regulasi serta faktor-faktor yang berpengaruh, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh beban pajak, Tunneling Incentive, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing terhadap praktik Transfer Pricing. Fokus ini dipilih untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana variabel-variabel tersebut berperan dalam pengambilan keputusan Transfer Pricing, khususnya pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Dengan dasar uraian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti bermaksud melaksanakan kajian dengan tema “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing terhadap mTransfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)”.
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Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan sejumlah problematika yang berkaitan dengan implementasi Transfer Pricing dalam sistem perpajakan Indonesia. Permasalahan utama dalam implementasi Transfer Pricing di Indonesia adalah manipulasi distribusi laba oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak, seringkali dengan strategi yang melanggar ketentuan perpajakan. Konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas juga muncul akibat praktik tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas. Walaupun Transfer Pricing secara hukum sah, praktik ini kerap disalahgunakan sebagai alat penghindaran pajak, sehingga menurunkan penerimaan negara. Perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara dan kelemahan regulasi dengan menempatkan aset pada entitas anak di luar negeri untuk mengalihkan keuntungan dari Indonesia ke negara dengan pajak lebih rendah. Akibatnya, penerimaan fiskal negara terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap Transfer Pricing?

2. Apakah Tunneling Incentive berpengaruh terhadap Transfer Pricing?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Transfer Pricing?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap Transfer Pricing?
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitianini adalah untuk:
5. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh beban pajak terhadap Transfer Pricing.

6. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing.

7. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap Transfer Pricing.

8. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemilikan asing terhadap Transfer Pricing.
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Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:
9. Manfaat Praktis
Memberikan informasi atau gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan, dan investor/kreditor bagaimana pajak, mekanisme bonus, dan Tunneling Incentive mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan praktik Transfer Pricing.
10. Manfaat Teoritis 
Menambah pengetahuan dengan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan praktik Transfer Pricing, khususnya perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia. Menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.
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2.1 [bookmark: _Toc199921881][bookmark: _Toc199922123][bookmark: _Toc209691367]Teori Agensi
[bookmark: _Hlk199907690]
Jensen dan Meckling, (1976) dalam penelitiannya yang berjudul Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure menjelaskan bahwa teori agensi merupakan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (principal) serta menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Hubungan keagenan diartikan sebagai kontrak yang mana satu atau lebih principal menggunakan orang lain atau agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).
Penyerahan wewenang yang dilakukan oleh principal kepada agen dapat menimbulkan masalah atau konflik. Masalah dalam teori agensi yang ditimbulkan dari pertentangan dan tidak sinkronnya informasi yang didapat oleh principal dan agen dikenal sebagai asymetric information (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan dalam perusahaan sering muncul akibat adanya ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham, sehingga dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Situasi ini menimbulkan information asymmetry yang dapat menjadi dasar munculnya praktik seperti Tunneling Incentive dan Transfer Pricing, di mana manajemen atau pemegang saham pengendali menggunakan keunggulan informasi untuk mengalihkan laba perusahaan sesuai kepentingannya (Rizanti dan Karlina, 2024). McColgan, (2001) menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan munculnya agency problems sebagai berikut:
1. Moral Hazard
Situasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, di mana manajer melakukan tindakan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham atau kreditur. Manajer dapat bertindak di luar pengetahuan pemilik saham, bahkan sampai melanggar kontrak, dan perilaku tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan etika atau norma yang berlaku.
2. Earning Retention
Permasalahan ini berkaitan dengan kecenderungan manajemen (agen) untuk melakukan investasi secara berlebihan demi memperluas kekuasaan, meningkatkan prestise, atau mendapatkan penghargaan pribadi. Namun, tindakan seperti ini justru dapat merugikan kesejahteraan para pemegang saham.
3. Risk Aversion
Konflik ini muncul akibat perbedaan pandangan terhadap arus kas. Pemilik perusahaan (principal) lebih fokus pada arus kas di masa depan yang belum pasti, sementara manajemen lebih memprioritaskan aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan pekerjaan mereka.
4. Time Horizon
Masalah ini timbul ketika terdapat batasan dalam diversifikasi portofolio yang berkaitan dengan pendapatan manajerial berdasarkan kinerja yang dicapai. Akibatnya, manajer cenderung menghindari keputusan investasi yang meningkatkan risiko perusahaan. Sebagai contoh, manajemen lebih memilih pendanaan melalui ekuitas dan menghindari utang, guna mengurangi risiko kebangkrutan atau kegagalan.
Berdasarkan pemikiran Colgan, dapat disimpulkan bahwa masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, meskipun mereka bekerja sama dengan pembagian tugas yang berbeda. Masalah ini dapat merugikan principal karena mereka tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan sehingga memiliki keterbatasan akses informasi. Selain itu, manajemen yang diberi wewenang mengelola perusahaan memiliki peluang untuk melakukan Transfer Pricing dengan tujuan tertentu.
Apabila manajemen memanfaatkan adanya information asymmetry untuk mengutamakan kepentingan pribadi, maka peluang penggunaan Transfer Pricing sebagai sarana manipulasi harga menjadi semakin besar. Dalam kondisi ini, agen berpotensi menetapkan harga yang tidak wajar dalam transaksi dengan pihak berelasi guna menekan beban pajak atau mengalihkan laba ke entitas lain yang lebih menguntungkan. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa Transfer Pricing tidak hanya dipandang sebagai strategi efisiensi pajak, tetapi juga dapat menjadi instrumen bagi manajemen dalam melakukan tindakan oportunistik yang merugikan pemegang saham minoritas maupun negara (Putri dkk., 2023).. Transfer Pricing sendiri merupakan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan laba perusahaan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak yang memiliki kontrol atas pihak lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Dengan demikian, Transfer Pricing seringkali menjadi sarana bagi manajemen untuk mengatur harga transaksi antar perusahaan terkait demi keuntungan tertentu, namun hal ini juga berpotensi menimbulkan manipulasi yang merugikan pihak lain, terutama dalam konteks perpajakan dan transparansi informasi
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2.2.1 [bookmark: _Toc209691369]Transfer Pricing
Menurut Marliana dkk., Transfer Pricing adalah upaya untuk menentukan harga suatu transaksi dengan perusahaan domestik atau internasional oleh perusahaan antara dua entitas atau perusahaan yang berbeda tetapi terkait. Metode penetapan Transfer Pricing melayani beberapa tujuan penting dalam penetapan Transfer Pricing internasional. Tujuan tersebut antara lain menjaga perusahaan tetap kompetitif, mengendalikan beban pajak, mempromosikan tinjauan kinerja yang setara dan memotivasi karyawan dengan memindahkan pendapatan perusahaan dari satu negara ke negara lain. 
Manipulasi Transfer Pricing biasanya dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil pendapatan melalui pengaturan harga transfer. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi pembayaran pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Dengan menetapkan harga transfer terlalu tinggi atau terlalu rendah, perusahaan dapat mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh secara global (Kusuma dkk.., 2022).Dengan menetapkan harga transfer yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, perusahaan dapat menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga keuntungan perusahaan multinasional menjadi lebih besar.
Secara umum, Transfer Pricing merupakan praktik yang lazim dalam perusahaan multinasional untuk mengelola harga transaksi antar entitas terkait, namun sering kali berpotensi disalahgunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Oleh karena itu, regulasi dan prinsip kewajaran seperti arm’s length principle diterapkan untuk memastikan harga transfer yang digunakan adalah harga pasar yang wajar dan dapat diterima oleh otoritas pajakFaktor-faktor yang mempengaruhi praktik Transfer Pricing terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor keuangan dan non-keuangan. Salah satu faktor keuangan yang penting adalah pajak, sedangkan faktor non-keuangan meliputi insentif tunneling, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing. Faktor-faktor ini memengaruhi keputusan manajemen dalam menetapkan harga transfer untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengelola beban pajak perusahaan.
2.2.2 [bookmark: _TOC_250032][bookmark: _Toc199921884][bookmark: _Toc199922126][bookmark: _Toc209691370]Beban Pajak
Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara secara memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat diharapkan membayar pajak dengan kesadaran dan kesukarelaan sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berkelanjutan dan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan pada orang pribadi maupun badan, ditetapkan berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, melainkan dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan negara dan pembangunan nasional (Siregar dan Yunira, 2024). Pajak merupakan sumbangan masyarakat kepada kas negara yang didasarkan pada hukum sehingga pemungutannya dapat dilakukan secara paksa tanpa adanya balas jasa secara langsung. Pemerintah atau otoritas terkait memungut pajak berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif demi tercapainya kesejahteraan umum.
Selain itu, pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pembangunan nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:
1. Fungsi Anggaran 
Anggaran memiliki peran penting sebagai alat perencanaan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk pada sektor publik. Pemerintah menyusun anggaran untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan, memperkirakan kebutuhan biaya, serta menghitung hasil yang diharapkan dari pengeluaran tersebut. Pajak, sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, berfungsi membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional (Siregar dan Yunira, 2024)
Pajak diakui sebagai kontribusi wajib yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti pembayaran gaji pegawai, pembelian barang, serta pemeliharaan. Selain itu, tabungan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri setelah dikurangi pengeluaran rutin juga menjadi sumber dana pembangunan. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan (Rizanti dan Karlina, 2024)
Dalam konteks kebijakan perusahaan multinasional, perbedaan tarif pajak antarnegara mendorong praktik Transfer Pricing. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing (Kusuma dkk.,, 2022; (Ramadhany dan Amin, 2023). Artinya, semakin tinggi beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik Transfer Pricing sebagai strategi penghematan pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung, namun bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Fungsi pengaturan pajak memungkinkan pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, mencerminkan kebijakan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pelaku UMKM sekaligus mendorong mereka agar bergabung dalam sistem perpajakan.  
3. Fungsi Stabilitas
Pajak memberikan pemerintah sumber dana yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat, memungut pajak, serta menggunakan pajak secara efektif dan efisien. Pajak juga memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara dengan menyesuaikan kebijakan pajak terhadap kondisi ekonomi, seperti dalam menghadapi inflasi atau deflasi (Fungsi Pajak | Direktorat Jenderal Pajak)  
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Salah satu tujuan pajak adalah membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan pajak untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga semakin banyak tenaga kerja terserap dan pendapatan masyarakat lebih merata. Selain itu, pajak juga dipandang sebagai instrumen vital untuk membiayai pengeluaran umum dan proyek pembangunan nasional. Pajak berperan penting dalam menyediakan dana bagi pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh Siregar dan Yunira (2024) serta Rizanti dan Karlina (2024), yang menyatakan bahwa pajak menjadi komponen utama dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan sosial 
2.2.3 [bookmark: _Toc209691371]Tunneling Incentive

Tunneling Incentive merupakan dorongan yang muncul ketika pemegang saham mayoritas berupaya memindahkan aset atau laba perusahaan untuk kepentingan pribadi, sementara kerugian dari tindakan tersebut turut ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Praktik ini dapat menimbulkan konflik keagenan, yaitu perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali. Dalam kondisi ini, pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan manajemen perusahaan, termasuk dalam keputusan melakukan Transfer Pricing (Rizanti dan Karlina, 2024; Kusuma dkk., 2022)
Praktik tunneling dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain melalui transaksi pihak berelasi seperti penjualan aset dengan harga yang tidak wajar, penetapan kontrak Transfer Pricing, pemberian kompensasi eksekutif yang berlebihan, hingga pinjaman kepada pihak berelasi. Selain itu, tunneling juga dapat dilakukan melalui mekanisme keuangan yang lebih kompleks, seperti penerbitan saham dilutif yang merugikan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, Tunneling Incentive dapat dijadikan indikator potensi terjadinya praktik Transfer Pricing, karena pemegang saham pengendali memiliki peluang untuk memindahkan keuntungan perusahaan secara tidak wajar demi kepentingan pribadi (Ramadhany dan Amin, 2023).
2.2.4 [bookmark: _TOC_250030][bookmark: _Toc199921886][bookmark: _Toc199922128][bookmark: _Toc209691372]Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai besar kecilnya suatu entitas usaha. Dalam penelitian akuntansi, ukuran perusahaan umumnya diproksikan dengan total aset yang dimiliki, karena aset dianggap mampu menggambarkan kapasitas perusahaan dalam menjalankan operasional dan menghasilkan pendapatan (Marliana dkk.., 2022).
Penelitian lain juga menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kemampuannya dalam melakukan aktivitas ekonomi, termasuk potensi penerapan kebijakan Transfer Pricing (Ningsih dkk.., 2024).
Selain itu, secara yuridis ukuran perusahaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan peraturan tersebut, kriteria ukuran perusahaan dikategorikan berdasarkan jumlah kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta hasil penjualan tahunan. Kriteria tersebut meliputi:
1. Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau penjualan tahunan maksimum Rp300.000.000
2. Usaha Kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau penjualan tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000
3. Usaha Menengah yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih antara Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000
Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000. Perusahaan dengan ukuran	usaha besar menunjukkan bahwa	perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu perusahaan menunjukkan kestabilan dan mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan	perusahaan lain. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kompleksitas perusahaan semakin luas. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marliana dkk. (2022), Ningsih dkk. (2024), serta Wijaya dan Amalia (2020), pengukuran variabel Transfer Pricing dilakukan dengan menggunakan skala rasio. Umumnya, proksi yang digunakan adalah Effective Tax Rate (ETR) yang dihitung dengan rumus:
𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑜𝑔 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡)
Menurut Effendi dan Ulhaq (2021), ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, yang umumnya dilihat dari total aset yang dimilikinya. Semakin besar total aset, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut sehingga mencerminkan kapasitas operasi yang lebih luas serta kompleksitas aktivitas bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, ukuran perusahaan menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan menentukan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, termasuk dalam praktik Transfer Pricing.
2.2.5 [bookmark: _TOC_250029][bookmark: _Toc199921887][bookmark: _Toc199922129][bookmark: _Toc209691373]Kepemilikan Asing

Menurut Windanarti (2021), kepemilikan asing adalah persentase saham biasa suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan publik, dan perusahaan berasal luar Indonesia. Pada perusahaan dengan saham terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki hak suara dan dapat mengambil keputusan serta memiliki akses informasi yang lebih banyak, sehingga pemegang saham pengendali dapat dengan mudah melakukan upaya Transfer Pricing dengan kepemilikan penuh.
Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan cara mendistribusikan kekayaan dari pihak lain dikenal sebagai ekspropriasi. Dalam konteks ini, pemegang saham pengendali memiliki kekuatan signifikan karena umumnya mereka menguasai setidaknya 25% saham perusahaan atau lebih, yang memberikan mereka hak suara mayoritas serta kemampuan untuk mengendalikan keputusan strategis perusahaan (Wijaya dan Amalia, 2020).
Dengan kepemilikan saham yang besar, pemegang saham pengendali dapat menentukan arah kebijakan perusahaan, memilih anggota dewan direksi, dan mempengaruhi manajemen utama. Namun, praktik seperti menjual produk dengan harga di bawah pasar ke perusahaan afiliasi sering terjadi dalam skema Transfer Pricing. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan pemegang saham minoritas yang memiliki saham lebih kecil serta keterbatasan kontrol dalam perusahaan (Prabaningrum dkk., 2021; Kusuma dkk., 2022).
Secara hukum, pemegang saham pengendali memiliki hak untuk mengawasi dan mengarahkan perusahaan, termasuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima dividen, dan mengajukan gugatan jika dirugikan. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan perusahaan dan tidak merugikan pemegang saham lain. Praktik ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dapat mengancam keseimbangan hak dan kewajiban ini serta menimbulkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali.

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1:
[bookmark: _Toc209589134]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Peneliti 
(Tahun)
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Ika Marlina Siregar dan Haervi Yunira (2024)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Kepemilikan Asing, 
X3: Ukuran Perusahaan, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H2: Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing
H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing

	2
	Della Feby Rizanti dan Lilis Karlina (2024)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Mekanisme Bonus, 
X3: Tunneling Incentive, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H2: Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H3: Tunneling Incentive
berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing

	3
	Arfadlah Sari, Uswatun Khasanah, Rachmat Pramukti (2023)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Kepemilikan Asing, 
X3: Mekanisme Bonus, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H2: Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing
H3: Mekanisme Bonus berpengaruh negative terhadap Transfer Pricing

	4
	Putri Arda Nuzul Ramadhany dan Muhammad Nuryatno Amin (2023)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Leverage, 
X3: Profitabilitas, 
X4: Tunneling Incentive, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Transfer Pricing
H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap Transfer Pricing
H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H4: Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing

	5
	Indra Cahya Kusuma, Yoyok Priyo Hutomo, Rini Harini (2022)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Kepemilikan Asing, 
X3: Tunneling Incentive, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H2: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H2: Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing

	6
	Dede Marliana, Rida Prihatni, Indah Muliasari (2022)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Kepemilikan Asing, 
X3: Ukuran Perusahaan, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H2: Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing
H3: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing

	7
	Muhammad Ilham (2021)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Kepemilikan Asing, 
X3: Ukuran Perusahaan, 
X4: Kualitas Audit, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing 
H2: Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing
H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H4: Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing

	8
	Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, Yunus Harjito (2021)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Kepemilikan Asing, 
X3: Bonus Plan, 
X4: Ukuran Perusahaan, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing 
H2: Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing
H3: Bonus plan tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing
H4: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing

	9
	Rihhadatul ‘Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Exchange Rate, 
X3: Kepemilikan Asing, 
X4: Mekanisme Bonus
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H2: Exchange Rate tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing
H3: Kepemilikan asing berpengaruh positif  terhadap Transfer Pricing
X4: Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing

	10
	Hanum Az-Zahra (2020)
	X1: Beban Pajak, 
X2: Kepemilikan Asing, 
X3: Ukuran Perusahaan, 
X4: Profitabilitas, 
Y: Transfer Pricing
	H1: Beban Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
H2: Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing
H3: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh  terhadap Transfer Pricing
H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing 


(Sumber: Data Diolah Penulis, 2025)

2.3 [bookmark: _Toc209691374]Model Penelitian

Melihat adanya fenomena gap, research gap yang terjadi, dan berdasarkan landasan teori yang telah diungkapkan, serta hasil penelitian terdahulu, kemudian dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:[bookmark: _Toc209589378]Gambar 2. 1. Model Penelitian
(Sumber: Data Diolah Penulis, 2025)

Perencanaan Pajak

Tunneling
Transfer pricing
Ukuran Perusahaan
Kepemilikan Asing


Beban pajak merupakan kewajiban finansial perusahaan kepada negara yang dipandang sebagai biaya operasional yang mengurangi laba bersih. Perencanaan pajak yang efektif berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang membatasi praktik manipulasi laporan keuangan, termasuk Transfer Pricing. Kesadaran manajemen untuk membayar pajak sesuai kemampuan perusahaan akan mengurangi motivasi untuk melakukan Transfer Pricing sebagai strategi optimasi pajak yang agresif. Dengan demikian, semakin baik perencanaan pajak dan semakin tinggi kesadaran manajemen terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik Transfer Pricing (Rizanti dan Karlina, 2024).
Dalam Transfer Pricing, perusahaan multinasional dengan cabang di berbagai negara cenderung memindahkan kewajiban perpajakannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak rendah (Siregar dan Yunira, 2024; Kusuma dkk., 2022). Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap Transfer Pricing (Prabaningrum dkk., 2021; Ramadhany dan Amin, 2023)
Tunneling Incentive terjadi akibat adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah ini muncul karena lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Transaksi dengan pihak berelasi melalui Transfer Pricing dapat dimanfaatkan pemegang saham pengendali untuk melakukan tunneling. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing (Kusuma dkk., 2022; Ramadhany dan Amin, 2023; Rizanti dan Karlina, 2024).
Pada skala internasional, perusahaan dengan ukuran usaha besar memiliki peluang lebih besar untuk melakukan transaksi lintas negara dengan tarif pajak yang berbeda. Perbedaan tarif ini sering dimanfaatkan untuk melakukan Transfer Pricing. Beberapa penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing (Siregar dan Yunira, 2024), meskipun ada juga penelitian yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh (Marliana dkk., 2022; Ningsih dkk., 2024).
Kepemilikan asing muncul karena adanya investasi modal asing dalam perusahaan. Pemegang saham asing dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam praktik Transfer Pricing untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam: ada yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap Transfer Pricing (Kusuma dkk., 2022; Putri dkk., 2023), namun ada juga yang menemukan kepemilikan asing tidak berpengaruh (Siregar dan Yunira, 2024; Ningsih dkk., 2024).
2.4 [bookmark: _TOC_250027][bookmark: _Toc199921888][bookmark: _Toc199922130][bookmark: _Toc209691375]Hipotesis Penelitian

2.4.1 [bookmark: _Toc199921889][bookmark: _Toc199922131][bookmark: _Toc209691376]Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan teori keagenan, konflik agensi terjadi karena adanya kesenjangan informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (principal). Pemegang saham mencurigai bahwa manajer dapat bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi, salah satunya dengan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan. Perilaku oportunistik ini berpotensi mengurangi harapan pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan optimal dari operasional perusahaan. Namun, penerapan perencanaan pajak yang baik dapat membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan manipulasi tersebut, karena praktik Transfer Pricing memiliki dampak luas bagi perusahaan.
Selain itu, semakin tinggi tarif pajak suatu negara, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara memindahkan penghasilan ke entitas di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan manajemen dalam melakukan Transfer Pricing (Prabaningrum dkk., 2021; Kusuma dkk., 2022; Marliana dkk., 2022; Ramadhany dan Amin, 2023; Rizanti dan Karlina, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis yang dapat diajukan:
H1 : Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
2.4.2 [bookmark: _Toc199921890][bookmark: _Toc199922132][bookmark: _Toc209691377]Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan teori keagenan, perselisihan keagenan dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Konflik ini muncul karena pemegang saham pengendali membebankan kepada manajer segala keinginan untuk kepentingan pribadi pemegang saham pengendali. Situasi ini memudahkan perusahaan untuk melakukan tindakan negatif seperti Transfer Pricing. Transfer Pricing secara sederhana dibuat dengan mencoba mengalihkan aset atau keuntungan perusahaan, sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Proses pengalihan aset atau keuntungan yang dihasilkan mengikis kepentingan pemegang saham minoritas dan menyebabkan mereka mengalami pengurangan manfaat yang diberikan oleh perusahaan. Praktik pengalihan aset dan keuntungan oleh manajemen atas perintah pemegang saham pengendali merupakan salah satu pemicu utama terjadinya Transfer Pricing. Praktik tunneling yang didorong oleh upaya transfer mendorong pemegang saham mayoritas untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dan menerapkan langkah-langkah penetapan harga transfer.
Perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi lebih cenderung menerapkan Tunneling Incentive. Kemudahan ini membuat perusahaan tampak kurang menguntungkan karena memungkinkan terjadinya pengalihan aset dan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kondisi ini membantu perusahaan mencoba memanipulasi beban pajak yang mereka bayarkan. Penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. Penelitian oleh Kusuma, dkk. (2022) menunjukkan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2017–2020. Hasil yang serupa ditemukan oleh Ramadhany dan Amin (2023) yang menyatakan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh positif signifikan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur. Penelitian terbaru oleh Rizanti dan Karlina (2024) juga membuktikan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis yang dapat diajukan:
H2 : Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
2.4.3 [bookmark: _Toc199921891][bookmark: _Toc199922133][bookmark: _Toc209691378]Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing
Ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan tahapan kedewasaan perusahaan. Perusahaan dengan total aset yang besar umumnya memiliki arus kas positif dan prospek jangka panjang yang baik, serta cenderung lebih stabil dan mampu menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil (Prabaningrum dkk., 2021). Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat memengaruhi praktik Transfer Pricing. Perusahaan besar biasanya lebih mendapat sorotan publik, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangan.
Beberapa penelitian mendukung adanya pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap praktik Transfer Pricing. Misalnya, penelitian Siregar dan Yunira (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Transfer Pricing pada perusahaan pertambangan batubara. Selanjutnya, penelitian Kusuma dkk., (2022) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transfer Pricing di sektor industri dasar dan kimia. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan:
H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing
2.4.4 [bookmark: _Toc199921892][bookmark: _Toc199922134][bookmark: _Toc209691379]Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing

Menurut Kusuma dkk., (2022), kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau institusi asing, yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan. Di banyak perusahaan Asia, termasuk Indonesia, struktur kepemilikan saham cenderung terkonsentrasi sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Penelitian Kusuma dkk., (2022) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan Transfer Pricing, karena pemegang saham asing dapat memanfaatkan posisinya dalam mengarahkan kebijakan perusahaan, termasuk strategi harga transfer untuk mengoptimalkan keuntungan atau mengurangi beban pajak.
Penelitian menunjukkan, variabel ukuran perusahaan dalam penelitian Putri dkk., (2023) dan Fortuna (2022) menunjukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H4 : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing.
[bookmark: _Toc199921893][bookmark: _Toc199922135][bookmark: _Toc209691380]Kerangka Konsep
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[bookmark: _Toc209589379]Gambar 2. 2 Kerangka Konsep
(Sumber: Data Diolah Penulis, 2025)
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[bookmark: _TOC_250026][bookmark: _Toc199921894][bookmark: _Toc199922136][bookmark: _Toc209691381]BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. [bookmark: _TOC_250025][bookmark: _Toc199921895][bookmark: _Toc199922137][bookmark: _Toc209691382]Jenis Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang dimaksud pada penelitian ini adalah perencanaan pajak, Tunneling Incentive, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Transfer Pricing. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan berupa jenis penelitian sebelum penelitian dilakukan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penelitian deskriptif. Metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif yang memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain (Sugiyono, 2018).

3.2. [bookmark: _TOC_250024][bookmark: _Toc199921896][bookmark: _Toc199922138][bookmark: _Toc209691383]Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2024. Sampel penelitian diambil menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Metode ini memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, sehingga sampel yang diperoleh dianggap representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian.
Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021-2024.
2. Perusahaan yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan tahunan (annual report) di BEI pada periode 2021-2024.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunannya menggunakan standar mata uang rupiah (IDR) sebagai satuan pelaporan, sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia.
4. Perusahaan yang dalam struktur kepemilikan sahamnya terdapat investor asing atau badan hukum yang berasal dari luar negeri, dan yang secara signifikan memiliki kendali atau pengaruh dominan terhadap arah kebijakan perusahaan, baik dalam hal operasional, manajerial, maupun strategis, selama periode pengamatan tahun 2021-2024.
[bookmark: _Toc209589092][bookmark: _Toc209589125]Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel
	No.
	Keterangan
	Jumlah

	1
	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2021-2024.
	63

	2
	Perusahaan yang konsisten melaporkan laporan keuangan tahunan (annual report) di BEI pada periode 2021-2024.
	(19)

	3
	Perusahaan yang menyusun laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
	(8)

	4
	Perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham asing selama tahun 2021-2024.
	(36)

	Total sampel penelitian
	15

	Rentang tahun penelitian
	4

	Total data penelitian
	60


(Sumber: Data Diolah Penulis, 2025)

Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti sengaja memilih perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut agar data yang diperoleh relevan dan dapat mewakili karakteristik populasi yang menjadi fokus studi. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian ketika peneliti membutuhkan sampel yang spesifik dan tidak melakukan pengambilan sampel secara acak.
3.3. [bookmark: _TOC_250023][bookmark: _Toc199921897][bookmark: _Toc199922139][bookmark: _Toc209691384]Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu menggunakan data dinyatakan dalam angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Data sekunder diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.
3.4. [bookmark: _TOC_250022][bookmark: _Toc199921898][bookmark: _Toc199922140][bookmark: _Toc209691385]Metode Penumpulan Data
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti annual report, laporan keuangan beserta laporan audit dari auditor independen, serta data lain yang relevan sesuai kebutuhan penelitian. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi penelaahan jurnal ilmiah dan literatur yang membahas topik terkait penelitian ini. Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti mengakses data yang telah dipublikasikan secara resmi dan terpercaya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.
3.5. [bookmark: _TOC_250021][bookmark: _Toc199921899][bookmark: _Toc199922141][bookmark: _Toc209691386]Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing operasional variabel yang digunakan.
3.5.1. [bookmark: _Toc209691387]Transfer Pricing

Variabel Transfer Pricing dihitung menggunakan variabel dummy, yaitu dengan melihat ada atau tidaknya transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak berelasi diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak melakukan transaksi dengan pihak berelasi diberi nilai 0 (Wijaya dan Amalia, 2020; Ningsih dkk., 2024).
3.5.2. [bookmark: _Toc199921901][bookmark: _Toc199922143][bookmark: _Toc209691388]Beban Pajak
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) angka 8, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan hukum. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat secara optimal.
Dalam sejumlah penelitian terdahulu, beban pajak umumnya diukur dengan menggunakan skala rasio, khususnya indikator Effective Tax Rate (ETR). ETR dihitung dengan cara membandingkan jumlah beban pajak dikurangi pajak tangguhan dengan laba sebelum pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Amalia (2020) yang menggunakan ETR untuk mengukur variabel pajak dalam kaitannya dengan keputusan Transfer Pricing. Demikian pula, penelitian Ningsih dkk. (2024) juga menyatakan bahwa pajak dapat dihitung menggunakan rumus ETR, yaitu:

3.5.3. [bookmark: _Toc209691389]Tunneling Incentive
Berdasarkan Berdasarkan PSAK No. 15, struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat menunjukkan adanya pengaruh signifikan apabila pemegang saham memiliki kepemilikan sebesar 20% atau lebih. Hal ini mengindikasikan adanya kemampuan untuk memengaruhi kebijakan maupun keputusan perusahaan, termasuk dalam praktik Transfer Pricing (Wijaya dan Amalia, 2020).
Tunneling Incentive dalam Prabaningrum dkk., (2021), diukur dengan menghitung proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali terhadap jumlah saham beredar. Formula pengukuran Tunneling Incentive tersebut adalah sebagai berikut:

3.5.4. [bookmark: _TOC_250017][bookmark: _Toc199921903][bookmark: _Toc199922145][bookmark: _Toc209691390]Ukuran Perusahaan
Perusahaan dengan skala usaha besar umumnya dianggap memiliki prospek yang kuat dalam menjalankan kegiatan ekonominya dalam jangka panjang. Ukuran perusahaan sering dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan manajemen terkait praktik perpajakan. Perusahaan yang memiliki aset besar cenderung lebih mendapat perhatian dari pemerintah sehingga manajemen dihadapkan pada pilihan untuk mematuhi aturan perpajakan atau melakukan strategi penghindaran pajak (tax avoidance) (Marliana, Prihatni, dan Muliasari, 2022)
Beberapa penelitian terdahulu juga mengukur variabel ukuran perusahaan dengan pendekatan total aset. Penelitian yang dilakukan oleh Az-Zahra (2020) dan Putri dkk. (2023) menggunakan skala rasio dengan logaritma natural dari total aset sebagai proksi ukuran perusahaan. Rumus yang digunakan adalah:
𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑜𝑔 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡)

3.5.5. [bookmark: _TOC_250016][bookmark: _Toc199921904][bookmark: _Toc199922146][bookmark: _Toc209691391]Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu maupun institusi dari luar negeri. Menurut penelitian Kusuma dkk. (2022), kepemilikan asing diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki pihak asing dibandingkan dengan total jumlah saham yang beredar. Dengan demikian, dalam penelitian ini kepemilikan asing dihitung menggunakan rumus:


[bookmark: _Toc209589093][bookmark: _Toc209589126]Tabel 3. 2 Tabel Indikator Variabel
	Variabel
	Indikator
	Skala Pengukuran
	Referensi

	Pajak (X1)
	ETR = (Tax Expense – Diff Tax Expense) / Laba Kena Pajak × 100
	Rasio
	Ningsih dkk. (2024)

	Tunneling Incentive (X2)
	TNC = Jumlah kepemilikan saham terbesar / Jumlah saham yang beredar
	Rasio
	Prabaningrum dkk., (2021),

	Ukuran Perusahaan (X3)
	SIZE = Log(total aset)
	Rasio
	Putri dkk. 2023

	Kepemilikan Asing (X4)
	
	Rasio
	Kusuma dkk., 2022

	Transfer Pricing (Y)
	1 = adanya transaksi penjualan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
0 = tidak adanya transaksi penjualan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa
	Nominal
	Wijaya dan Amalia, 2020




3.6. [bookmark: _TOC_250015][bookmark: _Toc199921905][bookmark: _Toc199922147][bookmark: _Toc209691392]Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Proses analisis dilakukan melalui teknik regresi logistik, yang dipilih karena variabel dependen dalam penelitian ini bersifat dikotomus atau merupakan variabel dummy. Selain itu, regresi logistik memiliki keunggulan karena tidak mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel independen (Marliana dkk., 2022; Az-Zahra, 2020; Wijaya dan Amalia, 2020). Dengan demikian, dalam analisis ini tidak diperlukan pengujian normalitas maupun asumsi klasik terhadap variabel bebas.
3.7. [bookmark: _TOC_250014][bookmark: _Toc199921906][bookmark: _Toc199922148][bookmark: _Toc209691393]Tahapan Analisis

3.7.1. [bookmark: _TOC_250013][bookmark: _Toc199921907][bookmark: _Toc199922149][bookmark: _Toc209691394]Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau ringkasan data berdasarkan beberapa ukuran seperti rata-rata (mean), standar deviasi, varians, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total (sum), rentang (range), kurtosis, dan skewness. Rata-rata (mean) digunakan untuk memperkirakan nilai tengah populasi berdasarkan data sampel. Standar deviasi mengukur seberapa jauh penyebaran data dari rata-rata sampel. Nilai maksimum dan minimum menunjukkan data tertinggi dan terendah yang ada, yang membantu dalam memahami batas nilai dalam populasi. Informasi ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sampel yang telah dikumpulkan dan memastikan bahwa sampel tersebut layak digunakan dalam penelitian.
3.7.2. [bookmark: _TOC_250012][bookmark: _Toc199921908][bookmark: _Toc199922150][bookmark: _Toc209691395]Pengujian Hipotesis Penelitian
Estimasi parameter dengan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) bertujuan untuk menemukan nilai parameter model yang memaksimalkan fungsi likelihood, yaitu nilai yang membuat data yang diamati menjadi paling mungkin terjadi. Dalam konteks pengujian hipotesis regresi, hipotesis nol (Ho) menyatakan bahwa semua koefisien parameter regresi (b1, b2, b3, ..., bi) sama dengan nol, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa setidaknya ada satu parameter yang tidak nol, menunjukkan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi α = 5%, dengan aturan keputusan sebagai berikut:
1. Jika nilai probabilitas (signifikansi) < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan.
2. Jika nilai probabilitas (signifikansi) > 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan.
Dengan demikian, MLE digunakan untuk mengestimasi parameter model yang paling sesuai dengan data, dan pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan nilai signifikansi untuk menentukan pengaruh variabel independen.
3.7.3. [bookmark: _Toc199921909][bookmark: _Toc199922151][bookmark: _Toc209691396]Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Beberapa statistik uji digunakan untuk menilai kesesuaian keseluruhan model (overall model fit). Hipotesis yang diajukan dalam pengujian ini adalah:
· Ho: Model yang dihipotesiskan sesuai (fit) dengan data
· H1: Model yang dihipotesiskan tidak sesuai (tidak fit) dengan data
Dalam pengujian ini, tujuan utamanya adalah agar hipotesis nol tidak ditolak, yang berarti model dianggap cocok dengan data yang ada. Statistik yang digunakan didasarkan pada fungsi likelihood, yaitu probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan dapat merepresentasikan data yang diamati. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, nilai likelihood (L) diubah menjadi -2 kali log likelihood (-2LogL). Penurunan nilai -2LogL menunjukkan bahwa model regresi menjadi lebih baik, atau dengan kata lain, model yang dihipotesiskan semakin sesuai dengan data.
3.7.4. [bookmark: _Toc199921910][bookmark: _Toc199922152][bookmark: _Toc209691397]Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Cox dan Snell’s R Square adalah ukuran yang berusaha meniru nilai R² pada regresi berganda dengan menggunakan teknik estimasi likelihood, namun nilai maksimumnya kurang dari 1 sehingga interpretasinya menjadi sulit. Untuk mengatasi hal ini, Nagelkerke’s R Square memodifikasi nilai Cox dan Snell dengan membaginya dengan nilai maksimum yang memungkinkan, sehingga nilai Nagelkerke R Square dapat berkisar antara 0 sampai 1.
Nilai Nagelkerke R Square ini dapat diartikan seperti nilai R² pada regresi berganda: nilai yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen hanya sedikit menjelaskan variabilitas variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen hampir sepenuhnya mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen dan memberikan informasi yang cukup untuk memprediksi variabel tersebut.

3.7.5. [bookmark: _TOC_250011][bookmark: _Toc199921911][bookmark: _Toc199922153][bookmark: _Toc209691398]Menguji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test yang menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model yang dihipotesiskan, artinya tidak ada perbedaan signifikan antara model dan data sehingga model dapat dikatakan fit. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara model dan data observasi, sehingga model tidak layak karena gagal memprediksi data dengan baik. Sebaliknya, jika nilai statistik lebih besar dari 0,05, hipotesis nol tidak ditolak, yang berarti model mampu memprediksi nilai observasi dengan baik dan dapat diterima karena sesuai dengan data.
3.7.6. [bookmark: _Toc199921912][bookmark: _Toc199922154][bookmark: _Toc209691399]Analisis Regresi Logistic

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistic (logistic regression) yaitu dengan melihat pengaruh pajak, Tunneling Incentive, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur. Adapun model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:
TP = α + β1 ETR + β2 TNC + β3 SIZE + β4 ASING + έ

Keterangan :

	TP		: Transfer Pricing, 1 untuk perusahaan yang melakukan penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa, 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Α		:Konstanta
β1 – β4	 :Koefisien variable independen 
ETR		:Pajak
TNC		:Tunneling Incentive
SIZE		:Ukuran Perusahaan
ASING	:Kepemilikan Asing 
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έ		:Koefisien Error
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